BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR /5 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Loa,

BUPATI REJANG LEBONG,

bahwa dalam rangka penataan dan penyesuaian
kelembagaan Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu mencabut
Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupat tentang Pencabutan Peraturan Bupati Rejang
Lebong tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rejang
Lebong,

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);



R

T

Memperhatikan

Menetapkan :

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2854);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor
118).

Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 061/1093/B.5/2017
tanggal 28 Desember 2017 Perihal : Rekomendasi
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

MEMUTUSKAN ;

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Pasal 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

2. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pada l:Jnit Pelaksana Telfnis yang
dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dlla.ksanakan oleh Dinas yang
melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 3

Hak-hak keuangan dan kepegawaian, jabatan, pendanaan serta segala sesuatu
yang berkenaan dengan Unit Pelaksana Teknis yang dihapus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, berakhir terhitung sejak diberlakukannya Peraturan

Bupati ini.
Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang

Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 25 Februon 2018

BUPATI REJANG LEBONG,

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 28 Febrwn 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

el

H. R. A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR /4%




